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RINGKASAN

Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Keterangan
Waris Terkait Aset Digital Menurut Hukum Waris Di Indonesia

Oleh:
Novya Agitha', Yulia Qamariyanti?

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 103 Halaman

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk aset
digital yang memiliki nilai ekonomi, seperti cryptocurrency, Non-Fungible Token
(NFT), akun digital bernilai ekonomis, dan aset berbasis blockchain lainnya.
Keberadaan aset-aset digital tersebut menimbulkan permasalahan hukum baru dalam
bidang kewarisan, khususnya berkenaan dengan mekanisme pewarisan dan peran
notaris dalam pembuatan keterangan waris. Hingga saat ini, hukum positif Indonesia
belum mengatur secara khusus mengenai pewarisan aset digital, sehingga
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris maupun notaris yang harus
berhadapan langsung dengan persoalan tersebut. Kesenjangan normatif ini menjadi
tantangan serius bagi praktisi hukum, termasuk notaris, dalam menjalankan tugasnya
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Di sisi lain, aset digital terus
berkembang pesat dan semakin banyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia, sehingga
persoalan pewarisannya tidak dapat diabaikan. Kondisi tersebut mendorong perlunya
kajian akademis yang mendalam mengenai kedudukan hukum aset digital dalam sistem
hukum waris yang berlaku di Indonesia, serta batas kewenangan dan tanggung jawab
notaris dalam menghadapi persoalan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam
pembuatan keterangan waris terkait aset digital menurut hukum waris Barat
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),
serta menganalisis tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pengembangan
ilmu hukum kenotariatan dalam bidang pewarisan aset digital, sekaligus memberikan
manfaat praktis bagi notaris, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam memahami
kerangka hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach).
Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal

12420216320058
2 Pembimbing

Vi



ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum
tersebut dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini juga diperkaya dengan hasil
wawancara bersama Dr. Udin Nasrudin, S.H., M.Kn. dan Ria Salahuddin, S.H., PgD.,
M.Kn. selaku narasumber yang memiliki kompetensi relevan di bidang kenotariatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital yang memiliki nilai ekonomi
pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta warisan berdasarkan
ketentuan hukum benda dan hukum waris dalam KUH Perdata. Dalam kaitannya
dengan pewarisan aset digital, notaris berwenang membuat Surat Keterangan Hak
Waris (SKHW) atau akta yang menerangkan status ahli waris sebagai alat bukti formal.
Namun demikian, kewenangan tersebut tidak mencakup kemampuan untuk menjamin
akses, penguasaan, maupun pengalihan aset digital yang bergantung pada private key,
wallet address, serta kebijakan platform digital yang sebagian besar berada di luar
yurisdiksi Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa tanggung jawab notaris
terbatas pada aspek kebenaran formal atas identitas para pihak, dokumen yang
diajukan, dan keterangan yang diberikan oleh para penghadap. Notaris tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban terhadap hilangnya akses aset digital akibat tidak
diketahuinya private key maupun terhadap kebijakan platform digital yang membatasi
pengalihan aset kepada ahli waris. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan
pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur pewarisan aset digital di
Indonesia. Selain itu, lkatan Notaris Indonesia (INI) bersama pemerintah perlu
menyusun standar operasional prosedur (SOP) mengenai inventarisasi, verifikasi
kepemilikan, dan pembuatan keterangan waris terkait aset digital guna mewujudkan
kepastian hukum bagi ahli waris, notaris, dan pihak-pihak yang berkepentingan.
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Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Keterangan
Waris Terkait Aset Digital Menurut Hukum Waris Di Indonesia

Oleh:
Novya Agitha’, Yulia Qamariyanti*
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 103 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Notaris, Aset Digital, Keterangan Waris, Private Key, Hukum
Waris Barat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan
keterangan waris terkait aset digital menurut hukum waris Barat serta menganalisis
tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Perkembangan
teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk aset digital bernilai ekonomi,
seperti cryptocurrency, Non-Fungible Token (NFT), dan aset berbasis blockchain
lainnya, yang menimbulkan kekosongan hukum dalam bidang kewarisan karena
hukum positif Indonesia belum mengatur pewarisannya secara khusus. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dan didukung oleh hasil wawancara
dengan narasumber yang kompeten di bidang kenotariatan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa aset digital yang memiliki nilai ekonomi dapat dikualifikasikan
sebagai harta warisan berdasarkan ketentuan KUH Perdata. Notaris berwenang
membuat Surat Keterangan Hak Waris atau akta yang berkaitan dengan status ahli
waris, namun tidak berwenang menjamin akses maupun pengalihan aset digital yang
bergantung pada private key dan kebijakan platform digital. Tanggung jawab notaris
terbatas pada kebenaran formal atas identitas para pihak, dokumen, dan keterangan
yang diberikan para penghadap. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas
hambatan teknis atau kebijakan platform yang membatasi pengalihan aset digital
sepanjang notaris telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

32420216320058
4 Pembimbing

viii



AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF NOTARIES IN DRAFTING
CERTIFICATES OF INHERITANCE RELATED TO DIGITAL ASSETS
ACCORDING TO INHERITANCE LAW IN INDONESIA

By:
Novya Agitha', Yulia Qamariyanti *
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 103 Pages

ABSTRACT

Keywords: Notary, Digital Assets, Certificates of Inheritance, Private Key, Western
Inheritance Law

This study is aimed at analyzing the authority of notaries in preparing certificates of
inheritance related to digital assets under Western inheritance law and at examining the
responsibilities of notaries in exercising such authority. The advancement of information
technology has given rise to various forms of digital assets with economic value, including
cryptocurrencies, Non-Fungible Tokens (NFTs), and other blockchain-based assets, which
have caused vacuum of law in the field of inheritance as Indonesian positive law has not
yet specifically regulated their succession. This research employs a normative legal
research method using statute, conceptual, and analytical approaches. Primary, secondary,
and tertiary legal resources were analyzed qualitatively and supported by interviews with
resource persons competent in the field of notarial law. The findings indicate that digital
assets possessing economic value may be classified as part of an estate under the provisions
of the Indonesian Civil Code. Notaries are authorized to make Inheritance Certificates or
Deeds of Inheritance relating to the status of heirs; however, they are not authorized to
guarantee access to or the transfer of digital assets that depend on private keys and the
policies of digital platforms. The responsibility of notaries is limited to the formal
correctness of the identities of the parties, the documents submitted, and the statements
made by the principals. Notaries cannot be held liable for technical barriers or platform
policies restricting the transfer of digital assets, provided that they have performed their
duties in accordance with applicable laws and regulations.
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